Narasi Rapat Koordinasi Teknis tanggal 15 Februari 2020

Rapat Koordinasi Teknis terkait pemulangan WNI peserta Observasi di Kab. Natuna tanggal 15 Februari 2020 pukul 10.00 WIB, rapat dipimpin oleh Kolonel Pnb Fata Patria Kadisops Lanud Halim dan Dr. Safrizal ZA, M.Si Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran dan dihadiri oleh Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, BNPB, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan 29 (dua sembilan) Kepala Badan/Kantor Penghubung Pemerintahan Provinsi beserta jajaran. 
Rapat tersebut membahas teknis pemulangan WNI peserta observasi dari Kab. Natuna ke daerah asal yang dinyatakan lolos tes kesehatan (bersertifikat kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan) yang berjumlah 238 orang sebelumnya telah dilakukan pengawasan/observasi selama 14 hari atau dua kali masa inkubasi di Kabupaten Natuna.
Langkah-langkah yang akan diambil oleh Kementerian Dalam Negeri dalam rangka mengkoordinasi pemulangan adalah sbb:
1) Kementerian Dalam Negeri mengkoordinasikan pemulangan dari Bandara Halim Perdana Kusuma ke badan/kantor penghubung pemerintah provinsi masing-masing.
2) [bookmark: _GoBack]Berkoordinasi dengan kepala badan/kantor penghubung pemerintah provinsi dalam rangka pendampingan dan lancarnya pemulangan. 
3) Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri menugaskan staf sebagai Liaison Officer (LO) untuk mendampingi, memonitor, dan memperlancar pemulangan WNI peserta observasi pada masing-masing penghubung pemerintah provinsi. 
4) Masing-masing perwakilan pemerintah provinsi menyiapkan penginapan bagi WNI peserta observasi yang transit di Jakarta sambil menunggu keberangkatan ke daerah asal, termasuk moda angkutan transportasi.
5) Keluarga peserta observasi menjemput di bandara provinsi masing-masing dan tidak dilakukan secara ceremonial.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota maka kegiatan tersebut termasuk dalam Pasal 4 Ayat (3) yaitu kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dalam respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis.
